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MOTTO 

 

 بِدُعَاۤى ِكَ رَبِّ شَقيًِّّا  
لَمْ اكَُنْْۢ  وَّ

 Dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, wahai 

Tuhanku. (Maryam :4) 
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ABSTRAK 

Judul: Implementasi Peraturan Desa Sibiruang No 1 tahun 2022 Tentang 

Rantau Larangan Di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu 

Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah 

 

 Penulisan skripsi ini di latar belakangi oleh Desa Sibiruang mempunyai 

potensi alam yang masih terjaga Kelestariannya sampai saat ini yaitu di namakan 

Rantau Larangan. Rantau Larangan adalah salah satu bagian sungai yang 

dilindungi di Desa Sibiruang, Peraturan Desa Sibiruang yang mengatur tentang 

Rantau Larangan Nomor 1 Tahun 2022. Namun kebijakan Hukum yang di 

berlakukan oleh pemerintahan Desa ini ketika membuka Rantau Larangan Desa 

Sibiruang yang tercantum dalam Perdes No 1 tahun 2022 menimbulkan 

problematika dalam masyarakat. ada nya Sekelompok orang yang mengambil ikan 

yang tidak sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh desa tetapi di 

dalam Peraturan Desa Sibiruang No 1 tahun 2022 tidak adanya sanksi bagi 

pelanggar yang tidak mematuhi aturan ini. Maka tujuan penelitan ini adalah untuk 

memaparkan tentang Impelementasi peraturan desa Sibiruang No 1 tahun 2022 

tentang Rantau Larangan di Desa Sibiruang Kec Koto kampar Hulu dan bagimana 

tinjaun fiqih Siyasah tentang Rantau Larangan Desa Sibiruang Kec Koto Kampar 

Hulu. 

 Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di 

Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar. Populasi dalam penelitian 

ini adalah Pemerintah Desa, tokoh adat, okoh Agama, ketua pemuda dan tim 

Rantau Larangan, metode pengambilan sample adalah purposive sampling dan 

didapatilah sample berjumlah 10 orang. Data primer diperoleh langsung melalui 

wawancara dan observasi, dan data sekunder yang mendukung data primer yang 

bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber 

lain berkaitan dengan skripsi. Lalu dianalisis dengan cara analisis melalui metode 

yang bersifat deskriptif analisis dengan menguraikan gambaran dari data yang 

diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan umum 

 Ada pun hasil penelitian ini menunjukan bahwa Tinjauan Fiqih Siyasah 

Terhadap Peraturan Desa Tentang Rantau Larangan di Desa Sibiruang adalah 

dengan siyasah maliyah yang mana dilaksankan dalam bentuk kebijakan 

pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam. Pengeluaran 

dan belanja dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Kebijakan 

pemerintahan dapat berupa pembangunan mesjid dan pembuatan salu (pembatas) 

yang sudah terlaksana dengan baik, infrastruktur yang ada dapat membantu 

pengunjung mau pun masyarakat setempat untuk bisa beribadah dan sekaligus 

beristirahat. 

Kata Kunci: Implementasi, Fiqih Siyasah, Rantau Larangan, Sibiruang 
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kekayaan alam dan keberagaman bangsa Indonesia menyimpan banyak 

potensi sekaligus peluang berharga untuk membangun kepariwisataan Indonesia 

agar lebih bergairah di mata dunia serta memiliki karateristik berdasarkan kearifan 

lokal. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peranan penting dalam 

mengembangkan kekayaan alam tersebut, dengan menggali potensi dan membuat 

kebijakan pengembangan kepariwisataan, sehingga masyarakat lokal tergugah 

kesadarannya untuk menggali potensi dan bergerak membangun desa maupun 

kota masing-masing. 

Kata „alam secara bahasa bearti seluruh alam semesta. Jika dikatakan al-

kauny al-Alamy artinya yang meliputi seluruh  dunia
1
. Dalam bahasa Yunani  

alam semesta atau jagat raya di sebut sebagai kosmos yang berarti serasi, 

harmonis. Dari  segi akar kata, alam memiliki akar yang sama dengan ilm ( ilmu 

pengatahuan) dan alamat (alamat, tanda). Disebut demikian karena jagat raya ini 

sebagai pertanda adanya sang pencipta, yaitu Allah SWT. Jagat raya juga disebut 

sebagai ayat-ayat yang menjadi sumber ilmu dan pelajaran bagi manusia, salah 

satu pelajaran dan ajaran  yang dapat diambil dari pengamatan terhadap alam 

semesta ialah keserasian, keharmonisan dan ketertiban, bukan suatu kekacauan. 

                                                 

1
 A.W. Munawir, Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka 

Progresif, 1997), hlm. 966 
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Disebabkan sifatnya yang penuh maksud, maka studi tentang alam semesta akan 

membimbing seseorang kepada kesimpulan positif dan sikap penuh apresiasi.
2
 

Ayat al-Quran  yang berbicara tentang proses penciptaan alam semesta ini 

adalah sebagai berikut: QS. Ali Imran ayat 190-191 

اخْرلََِفِ  ََ الْْسَْضِ  ََ خِ  ُٰ مٰ ْٓ خَيْقِ اىسَّ دًا انَِّ فِ ُْ قعُُ ََّ َ قَِٕامًا 
نَ اّللّٰ َْ ْٔهَ ٔزَْمُشُ َُىِّ الْْىَْثَابِِۙ اىَّزِ دٍ لِّْ ٰٔ َاسِ لَْٰ اىىٍَّ ََ ْٕوِ  اىَّ

زَا تَاطِلًَِۚ سُثْحٰىلََ  ٌٰ الْْسَْضِِۚ سَتَّىَا مَا خَيَقْدَ  ََ خِ  ُٰ مٰ ْٓ خَيْقِ اىسَّ نَ فِ َْ شُ ٔرََفَنَّ ََ ٍِمْ  تِ ُْ عَيّٰ جُىُ  اسِ فقَِىَا عَزَابَ اىىَّ  ََّ

Artinya :”Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian 
malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang 

berakal,(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau 

dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi 

(seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-

sia. Mahasuci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka”.
3
 

 
Penciptaan alam merupakan bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Swt. 

Kenyataan tersebut membuktikan kemahaluasan ilmu Allah dibandingkan 

pengetahuan yang kita miliki. Tidak ada kesulitan bagi Allah untuk mencipta juga 

menghancurkan alam semesta ini. Ungkapan kesyukuran atas segala nikmat alam 

semesta ini dibuktikan dengan sikap bersahabat dengan alam yang lebih baik.. 

 Manusia mahkluk sentral di Planet ini. selain penciptaannya yang paling 

sempurna dan seimbang, mahkluk-mahkluk lain yang ada seperti hewan dan 

tumbuh-tumbuhan diciptakan untuk kepentingannya, Baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Hak pemakmuran dan pengelolaan bumi beserta isinya 

diberikan kepada manusia sebagai konsekuensi logis atas kesediaannya 

memangku amanah Allah.
4
Al-Qur‟an dalam ungkapannya yang sederhana namun 

                                                 

 
2
 Nur Chalis Madjid, Ensiklopedi Nur Chalis Madjid (Jakarta: Mizan, 2006), 134 

 
3
 Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an (LPMQ).hlm 70 

4
 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‟an, Tafsir Al-Qur‟an Tematik (Spritualitas dan 

Ahklak), (Jakarta, Aku Bisa, 2012), hlm. 37 



3 

 

 

tegas menekankan individualitas dan uniknya manusia, dan mempunyai 

pandangan yang pasti tentang peran dan nasib manusia sebagai suatu kesatuan 

hidup. Adalah akibat dari pandangan bahwa manusia adalah suatu individualitas 

yang unik yang menjadikan mustahil bagi individu itu untuk menangung beban 

orang lain, dan ia hanya berhak menerima buah atau akibat dari perbuatannya 

sendiri. 

 Sifat manusia yang diterangkan dalam Al-Quran, Bahwa manusia dengan 

segala kelalaiannya diharapkan supaya menjadi wakil tuhan di bumi (khalifah). 

Dalam surat al-Baqarah ayat 30: 

ٍَْٕا مَهْ ُّٔفْسِذُ  ا اذََجْعَوُ فِ ُْْٓ ْٕفَحً ۗ قَاىُ ْٓ جَاعِوٌ فِّ الْْسَْضِ خَيِ ى ِنَحِ اوِِّ
ٰۤ
ارِْ قَاهَ سَتُّلَ ىِيْمَيٰ ََ وَحْهُ وسَُثِّحُ  ﴿ ََ ءَِۚ  مَاٰۤ ٔسَْفلُِ اىذِّ ََ ٍَْٕا  فِ

نَ  ُْ ْْٓٓ اعَْيمَُ مَا لَْ ذَعْيَمُ وقُذَِّسُ ىلََ ۗ قَاهَ اوِِّ ََ  ﴾ ٠ٓتِحَمْذِكَ 

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.'" Mereka 

berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 

akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau!" Tuhan 

berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.
5
 

 

 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan 

nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu 

hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. 

Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang 

ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang 

                                                 

5
 Departemen Agama, Al-Qur‟an, hlm. 445 
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saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan 

daerah-daerah lain.
6
 

Undang-undang No.32 Tahun 2004 mengartikan pemerintah daerah 

sebagai kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan 

eksekutif daerah. Daerah otonom menurut undang-undang ini adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia.
7
 Salah 

satu desa yang mengaplikasikan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 adalah Desa 

Sibiruang. 

 Desa Sibiruang mempunyai potensi alam yang masih terjaga 

kelestariannya sampai saat ini yaitu dinamakan Rantau Larangan. Di Desa 

Sibiruang memiliki kearifan lokal yaitu terdapat sungai, Sungai ini disebut oleh 

masyarakaat setempat sebagai Rantau Larangan yang dimanfaatkan masyarakaat 

Desa Sibiruang untuk menangkap ikan baik itu untuk dijual dan untuk dijadikan 

konsumsi sendiri, Pada dasarnya penangkapan ikan di Rantau Larangan ini hanya 

dapat ditangkap pada hari atau pada waktu yang telah ditentukan atau telah 

disepakati oleh kepala Desa bersama masyarakat setempat. Tujuan Rantau 

Larangan tersebut Untuk melestarikan ikan-ikan yang ada di sungai Rantau 

Larangan Desa Sibiruang. 

                                                 

6
 R.Bintarto, Desa-Kota, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.11 

7
 UU no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 
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 Rantau Larangan adalah salah satu bagian sungai yang dilindungi di Desa 

Sibiruang, Rantau Larangan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

masyarakaat setempat yaitu dengan mengundur atau tidak membolehkan untuk 

menangkap ikan yang berada di wilayah sungai di Desa Sibiruang dalam waktu 

selama 2 tahun, para masyarakat tempatan dan masyarakaat daerah sekitar tidak 

diperbolehkan menangkap ikan yang berada di sungai sepanjang wilayah tanah 

Desa Sibiruang, Program ini kemudian dijadikan peraturan Desa oleh pemerintah 

setempat sehingga membuat ketapan ini terikat secara hukum kepada setiap 

masyarakat. Rantau Larangan Desa Sibiruang menjadi salah satu ciri khas atau 

karakteristik dari Desa Sibiruang tersendiri. 

Dalam pembukaan Rantau Larangan di Desa Sibiruang, setiap masyarakat 

yang ingin menangkap ikan di Rantau Larangan di haruskan membayar dengan 

jumlah uang yang sudah di tetapkan oleh pemerintahan Desa Sibiruang. Setiap 

rumah yang ada di Desa Sibiruang pemiliknya diharuskan membayar dengan 

nominal Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu rupiah), sedangkan masyarakat yang berada 

di luar Desa Sibiruang diharus kan membayar dengan nominal Rp. 100.000 

(Seratus Ribu Rupiah). 

Pembukaan Rantau Larangan di Desa Sibiruang menjadi objek wisata, 

banyak masyarakat yang berdatangan dari berbagai daerah,  ini menjadi peluang 

dagang bagi masyarakat, banyak pedagang kaki lima yang berjualan dalam 

pembukaan rantau larangan tersebut, tentu hal ini bisa menjadi pemasukan baru 

untuk Desa Sibiruang dari pedagang kaki lima dan perkir kendaraan. 

Pemerintahan desa Sibiruang telah menetapkan alat tangkap yang boleh 



6 

 

 

digunakan dalam penangkapan ikan di Rantau Larangan Desa Sibiruang yaitu 

Jala, Pukat dan pada malam hari boleh digunkan tembak ikan. 

Peraturan Desa Sibiruang yang mengatur tentang Rantau Larangan Nomor 

1 Tahun 2022  yang berbunyi Untuk melestarikan ikan di sungai kampar di 

tetapkan lokasi ikan larangan yaitu dari tepian mesjid Jami‟ Desa Sibiruang 

sampai Botiong Tulangan dan di buka atas kesepakatan bersama. Dengan panjang 

Rantau Larangan tersebut lebih kurang 2 KM. 

Namun kebijakan hukum yang diberlakukan oleh pemerintahan Desa 

Sibiruang yang tercantum dalam Perdes No 1 tahun 2022 menimbulkan beberapa 

problematika dalam masyarakat, di antaranya sebagai berikut. 

 Pertama, ada nya Sekelompok orang yang mengambil ikan yang tidak 

sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh desa tetapi di dalam Peraturan 

Desa Sibiruang No 1 tahun 2022 tidak adanya sanksi bagi pelanggar yang tidak 

mematuhi aturan ini.  

Kedua, pelaksanaan peraturan Desa Sibiruang No 1 Tahun 2022 tentang 

Rantau Larangan menjadi event wisata tetapi dalam pelaksanaan nya tidak 

dikelola dengan baik, misalnya parkir dan pedagang kaki lima. 

Menurut Muhammad Iqbal Siyasah Maliyah (Politik Ekonomi) adalah salah 

satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam. Karena ini  menyangkut 

tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam  kajian ini antara lain 

dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaraan 
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negara.
8
 Berdasarkan permasalahan-permasalah tersebut maka penulis 

merumuskan judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Implementasi 

Peraturan Desa Sibiruang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rantau Larangan 

di Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar 

Perspektif Fiqih Siyasah 

 

B. Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis memfokuskan 

pembahasan pada penelitian ini yaitu membahas tentang implementasi peraturan 

Desa Sibiruang nomor 1 tahun 2022 tentang Rantau Larangan di Desa Sibiruang 

Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar perspektif fiqih siyasah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari pembahasan masalah di atas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana Implementasi peraturan Desa Sibiruang Nomor 1 tahun 2022 

Tentang Rantau Larangan? 

2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap peraturan Desa Sibiruang Nomor 

1 tahun 2022  Tentang Rantau Larangan ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi peraturan Desa Sibiruang 

Nomor 1 tahun 2022  Tentang Rantau Larangan. 

                                                 

 
8
 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), 

hlm 317 
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b. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap peraturan Desa 

Sibiruang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Rantau larangan. 

2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:  

a) Bagi Penulis 

Untuk meningkatkan kualitas penulis dalam membuat karya 

Ilmiah dan juga sebagai syarat utama dalam memperoleh gelar Sarjana 

Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b) Bagi Masyarakaat desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu 

Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir 

dalam menganalisis serta memberikan pengetahuan dan penjelasan  

mengenai tinjauan fiqih siyasah terhadap perdes No 1 tahun 2022 

tentang ikan Rantau Larangan Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu. 

c) Bagi Peneliti Berikutnya 

Diharapkan dapat melengkapi ragam penelitian yang telah 

dibuat dan dapat menjadi bahan referensi bagi terciptanya suatu karya 

ilmiah yang baru.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan 

mempermudah pembahasan serta pemahaman maka, suatu karya ilmiah yang 

bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut 
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mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka 

penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut : 

  

BAB I : PENDAHULUAN 

  Pada bab pendahuluan didalamnya memuat latar belakang masalah 

untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian 

ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatarbelakangi penelitian 

ini, kemudian dilanjutkan dengan, batasan dan rumusan masalah 

bertujuan untuk membatasi agar pene'itian ini lebih terfokus. 

Setelah itu tujuan dan kegunaan penelitian bertujuan untuk 

menjelaskan pentingnya penelitian ini. Adapun metode penelitian 

dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan 

dilakukan penulis dalam penelitian ini dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Pada bab ini membahas tentang konsep fiqih siyasah dan tentang 

fiqih siyasah Maliyah terdiri dari pengertian siyasah Maliyah, 

kajian siyasah maliyah, Siyasah yang mengatur hak-hak orang 

miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan pebankan, 

dan ruang lingkup pembahasan Siyasah maliyah. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Berisikan metode penulisan yang terdiri dari jenis penelitian, 

sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik 

pengumpulan data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan 
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dalam mengumpulkan data, serta teknik analisi data, yaitu tahapan 

dan cara analisis yang di lakukan. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Pada bab ini penulis akan menuraikan tentang hasil penelitian 

mengenai Implementasi peraturan Desa Sibiruang Nomor 1 tahun 

2022 tentang Rantau Larangan  di Desa Sibiruang Kecamatan Koto 

Kampar Hulu Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari 

uraian yang dikemukankan dalam rumusan masalah. Setelah itu 

penulis memberikan saran-saran yang dianggap penting untuk 

kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

A. Implementasi 

 Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin 

Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya 

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
9
 

  Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah 

kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output), 

yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) 

sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. 
10

 

  Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. 

Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris 

Implement yang berarti melaksanakan.
11

Guntur Setiawan berpendapat, 

implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses 

interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan 

                                                 

 
9
 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum,Grasindo, Jakarta, 2002, 

hlm. 70 

 
10

 urwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi 

Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta, 1991, hlm. 21 

 
11

 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Jakarta, Bumi 

Aksara, 2013, hlm. 56 
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jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.
12

 Bahwa dapat disimpulkan 

implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan 

dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan normanorma tertentu untuk 

mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, impelementasi tidak berdiri sendiri 

tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi 

kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan 

harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu 

pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. 

 Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin mengemukakan pengertian 

implementasi dirumuskan secara pendek bahwa to implement 

(mengimplementasikan) berarti to provide means for carrying out (menyediakan 

sarana untuk melaksanakan sesuatu) to give practical effec to (menimbulkan 

dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi tersebut maka implementasi 

pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan 

pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, 

keputus peradilan, perintah presiden atau dekrit presiden).
13

 

 

B. Desa 

 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan 

                                                 

 
12

 Guntur Setiawan, Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka, Jakarta, 

2004,hlm. 39 

 
13

 Abdul Wahab Solihin, Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi (Jakarta 

:Rineka Cipta, 2004), hlm. 64 



13 

 

 

nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu 

hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya, 

Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang 

ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang  

saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan 

daerah-daerah lain.
14

 

Menurut H.A.W. Widjaja, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. 

Landasan pemikiran dalam Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakaat.
15

 

Sementara Pasal 1 angka 12 UU Pemda mengartikan Desa atau yang disebut nama 

lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, 

pengertian Desa menurut Widjaja dan UU Pemda sama-sama menyebutkan bahwa 

desa merupakan sebuah komunitas yang mempunyai wewenang mengatur dirinya 

sendiri atau kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya 

setempat. Dengan kata lain, desa memiliki otonomi asli yang perlu mendapat 

perhatian dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, khususnya 

penyelenggaraan otonomi daerah. 

                                                 

 
14

 R.Bintarto,Desa-Kota, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.11 

 
15

 H.A.W Widjaja, Otonomi Desa Merupakon Otonomi yang Asli, Butot, don Utuh,, 

Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003, hlm. 3 
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 Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, 

dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya 

pemerintah berkewajiban rnenghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa 

tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli 

berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum 

publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat 

dituntut dan menuntut di muka pengadilan.
16

 

 

C. Peraturan Desa 

 Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa. 

Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih 

lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan 

kewenangan desa dalam penyusunan peraturan desa memuat aspirasi dan 

partisipasi antara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat 

Desa melalui musyawarah Desa yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu asas musyawarah, partisipasi, kesetaraan 

dan pemberdayaan.
17

 

 Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan 

bersama Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan 

otonomi desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-

                                                 

 
16

 Ibid. h 165 

 
17

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
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masing desa. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Peraturan desa dilarang 

bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang undangan yang 

lebih tinggi.  

 

D. Fiqih Siyasah 

1. Pengertian Fiqih Siyasah 

 

Istilah Fiqih secara etimologis berasal dari kata faqaha-yafqahufiqhan, 

yang berarti paham yang mendalam. Berbeda dengan ilmu yang sudah bersifat 

pasti (qadh‟i). Fiqh merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). 

Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum 

syari‟at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalildalil yang rinci (tafsil).
18

  

Fiqih juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping 

mencakup pembahasan tentang hubungan antar manusia dengan Tuhannya 

(ibadah), fiqih juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia 

secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi 

jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), murafa‟at 

(hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam al-dualiyah 

(hubungan internasional).
19

 

                                                 

 
18

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”. (Jakarta : 

Prenadamedia Group, 2014). hlm : 2 

 
19

 Ibid., h : 3 
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Sedangkan dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membangun 

kemaslahatan manusia dengan membimbing masyarakat ke jalan yang 

menyelamatkan.
20

 

 Jadi dapat disimpulkan bahwa siyasah artinya undang-undang yang 

diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Siyasah berkaitan 

dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan 

bernegara serta membimbing masyarakat kepada kemaslahatan dan 

menjauhkan masyarakat dari kemudharatan.  

Mujar Ibn Syarif dalam bukunya “Fiqh Siyasah” mendefinisikannya 

sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan 

umat dan Negara dalam segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan 

yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran 

dan ruh syari‟at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa fiqh siyasah 

dalam arti popular adalah ilmu Tata Negara, dalam ilmu agama Islam 

dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.
21

 

2.  Ruang Lingkup Fiqih siyasah 

Objek kajian fiqih siyasah yang berlaku secara formal sebagai kajian 

ilmiah, adalah siyasah di bidang ekonomi atau siyasah maliyah, di bidang 

                                                 

 
20

 Situmorang, Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah). (Bandung : 

Pustaka Setia Bandung, 2012). hlm : 13 

 
21

 Mujar Ibn Syarif, Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, 

(Jakarta: Erlangga, 2008). hlm : 10 
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pemerintahan disebut siyasah dusturiyah, dibidang kenegaraan  atau siyasah 

dauliyah. 
22

 

 Pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi 3 bagian pokok: 

a. Siyasah Dusturiyyah (Politik Perundang-Undangan)  

Bagian ini meliputi kajian tentang penetapan hukum (tasyri‟iyyah) 

oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha‟iyyah) oleh lembaga yudikatif, 

dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birokrasi atau 

eksekutifasah Dusturiyyah (Politik Perundang-Undangan). 

b. Siyasah Dauliyyah / Siyasah Kharijiyyah (Politik Luar Negeri)  

 Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara 

yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda 

kebangsaan (alsiyasah al-duali al-khashsh). Di bagian ini ada politik 

masalah peperangan (siyasah harbiyyah) yang mengatur etika berperang, 

dasardasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, 

dan gencatan senjata. 

c. Siyasah Maliyyah (Politik Keuangan dan Moneter)  

Bagian ini membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos 

pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan 

/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.
23
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 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam 

Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulafa Ar RaSyidin, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), 
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 Muhammad Iqbal, Op.cit., hlm : 15-16 
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3. Sumber Kajian Fiqih Siyasah 

Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqih, fiqih siyasah 

mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. 

Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer 

dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh 

siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur‟an dan al-Sunnah, sumber-sumber 

tertulis selain al-qur‟an dan al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa 

peninggalan kaum muslimin terdahulu selain sumber al-qur‟an dan al-sunnah, 

Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari 

manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 

atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, 

pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.
24

 

 

4. Fiqh Siyasah Maliyah 

a. Pengertian Siyasah Maliyah 

Fiqih siyasah maliyah jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 

mempunyai makna Politik Ekonomi islam. Politik ekonomi islam adalah 

kebijakan hukum yang di buat oleh suatu pemerintahan menyangkut 

pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan 

masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Syariat Islam sebagai ukuranya, 

kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara 
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dengan masyarakat , individu dengan masyarakat, individu dengan 

individu dalam aktivitas ekonomi.
25

 

Seperti di dalam fiqih siyasah dusturiyah dan fiqih siyasah dauliyah, 

di dalam fiqih siyasah maliyah pun pengaturannya diorientasikan untuk 

kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu , di dalam siyasah maliyah ada 

hubungan diantara tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau 

kekuasaan. 

Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa 

negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang 

kaya dan orang miskin. Di dalam siyasah maliyah dibicarakan bagaimana 

cara-cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharoniskan dua 

kelompok ini, agar kesenjagan atara orang kaya dan miskin tidak semakin 

lebar.
26

 

Menurut Muhammad Iqbal, kajian siyasah maliyah (kebijakan politik 

keuangan negara) dalam perspektif islam tidak terlepas dari Al-Qur‟an, 

Sunnah Nabi, praktik Islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyah 

merupakan kajian yang tidak asing dalam islam, terutama setelah Nabi 

Muhammad SAW beserta pengikutnya menetap di madinah. Siyasah 

maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerinthan 

Islam, karena ini menyngakut tentang anggaran pendapatan dan belanja 
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negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber 

pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara.
27

   

b. Ruang lingkup Siyasah Maliyah 

Fiqih Siyasah Maliyah adalah Siyasah yang mengatur hak-hak orang 

miskin, mengatur sumber-sumber mata air (irigasi) dan pebankan. Yaitu 

hukum dan peraturan yang mengatur  hubungan diantara orang-orang kaya 

dan miskin, antara negara, baitul mal  dan sebaginya yang berkaitan harta 

dan kekayaan negara. Fiqih Siyasah maliyah yang meliputi pengertian dan 

ruang lingkup pembahasannya, sumber-sumber perbendaharaan negara, 

sebab-sebab para fuqaha tidak memberi kan perhatian khusus terhadap 

persoalan maliyah negara. Masalah pajak, dam baitul mal dan fungsinya.
28

 

Politik ekonomi Islam (siyasah maliyah) adalah kebijakan hukum yang 

dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunana ekonomi 

untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan 

nilai-nilai syari‟at Islam sebagai ukurannya.
29

 

Fiqih siyasah maliyah mempunyai dua bidang kajian, yaitu: 

1. Kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan. 

2. Dan pengelolaan sumber daya alam 

                                                 

 
27
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Dalam teori tanggung jawab negara (mas‟uliyyah ad-daulah),yang 

dikembangkan Muhammad Baqir As-Sayyid Haidar Ibn Ismail Ash-Shadr 

seorang cendikiawan muslim yang jenius, fakih dan terkenal dikalangan 

awam maupun pelajar karena beliau berasal dari kalangan intelektual. Ash 

Shadr menyatakan hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin 

kebutuhan seluruh individu. Teori ini memiliki 3 konsep dasar yaitu.
30

 

1. Jaminan Sosial (adh-dhaman al-ijtima‟i) 

Didalamnya dijelaskan oleh Ash-Shadr mengenai asas hak 

masyarakat atas sumber daya alam (haqq al-jama‟ah fii mashadir 

atstsarwah). Berdasarkan asas ini, secara lansung negara bertanggung 

jawab atas penghidupan masyarakat yang memutuhkan dan tidak 

memiliki kemampuan untuk mengakses sumber-sumber kekayaan 

secara sempurna. 

2. Keseimbangan sosial (at-tawazun al-itjima‟i) 

Selain memformalisasikan prinsip keseimbangan sosial yang 

harus dijalankan oleh negara, kata Ash-Shadr, hukum Islam 

melengkapinya dengan wewenang yang dibutuhkan dalam 

mengaplikasikan prinsip keseimbangan tersebut. Ash-Shadr 

menyebutkan 3 bentuk wewenang yang diberikan oleh hukum Islam 

kepada negara, yaitu
31
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a) Memberlakukan pajak-pajak permanen yang berkesinambungan 

dan manfaatnya untuk memelihara keseimbangan sosia 

b) Menciptakan sektor-sektor publik dengan dana-dana yang dimiliki 

negara dan menjadikannya sebagai sarana untuk menambah 

pendapatan negara 

c) Membuat aturan-aturan hukum untuk meregulasi berbagai aktivitas 

ekonomi masyarakat. 

3. Intervensi negara (at-tadakhul ad-daulah) 

Yang dimaksud oleh Ash-Shadr adalah negara mengintervensi 

aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam terkait 

dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
32

 

Dalam aktivitas ekonomi, terdapat hubungan manusia 

mengeksplotasi dan mengendalikannya, dan hubungan antar sesama 

manusia yang tergambar dalam pembagan hak dan kewajiban.
33

 

 

E. Telaah Pustaka 

 Setelah penulis teliti, mengenai penelitian secara khusus tentang 

implementasi Peraturan Desa Sibiruang tentang Rantau Larangan di Desa 

Sibiruang  Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar belum pernah 

dilakukan oleh siapapun, akan tetapi penulis menemukan penelitian yang 

berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah. 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Susyanthi Fratama Putri tahun 2016 

Universitas Riau Pekanbaru, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik yang 

berjudul “Budaya Menangkap Ikan Di lubuk Larangan (Studi Kearifan Lokal 

Pada Masyarakat Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten 

Kuantan Singingi)”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tujuan masyarakat 

menangkap ikan dilubuk larangan yaitu secara ekologi dampak kearifan lokal 

lubuk larangan mencegah kerusakan lingkungan sungai, menanggulangi 

kerusakan sungai dan memulihkan kerusakan air serta ekosistem air dan 

melindungi ikan-ikan yang hampir punah. 
34

 

2. Fajar Surya Lestasi, Paus Iskarni dan Yudi Antomdalam Jurnal yang berjudul 

Lubuk ikan larangan sebagai bentuk kearifan lokal di kampung koto kandis 

Kecamatan lengayang kabupaten pesisir selatan. Menyebutkan bahwa 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui faktor yang mempengaruhi 

Kampung Koto Kandis dijadikan sebagai lubuk ikan larangan dan mengetahui 

sistem pelaksanaan kearifan lokal pada lubuk ikan larangan di Kampung Koto 

Kandis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode gabungan 

(Mixed Method).  
35

 

3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Amin Pwarti dengan judul “Pelestarian 

lingkungan melalui kearifan lokal lubuk larangan Ngalau Agung (Studi di 

Kampuang Surau Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung 

Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat)”. menunjukkan bahwa 

Lubuk Larangan Ngalau Agung yang memiliki Pelestarian lingkungan dalam 

                                                 

 
34

 Susyanthi Fratama Putri Budaya Menangkap Ikan Dilubuk Larangan (Studi Kearifan 

Lokal Pada Masyarakat Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan 
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pelaksanaan kearifan lokal Lubuk Larangan yaitu pelestarian  ikan di Sungai 

Batang Pangian. Manfaat ekonomi kearifan lokal Lubuk Larangan Ngalau 

Agung yaitu: bagi masyarakat secara langsung dan secara tidak langsung, 

bagi Nagari secara langsung dan secara tidak langsung, serta bagi Perangkat 

Adat secara langsung, namun secara tidak langsung belum dapat ditemui. 
36

 

4. Alyadi Solihin Dalam jurnal yang berjudul Keberadaan lubuk larangan 

sebagai upaya pelestarian ikan di aliran sungai sekamis dengan metode 

Observasi menyebutkan bahwa terdapat beberapa upaya dan beberapa factor 

yang memepengaruhi Masyarakat Desa Sekamis dalam mengelola Lubuk 

Larangan Sungai Sekamis adalah sebagai berikut: 1. Pemberian Pakan 

Kepada Ikan Lubuk Larangan Desa Sekamis, 2. Penegakan Hukum Lubuk 

Larangan, 3. Penentuan Waktu Panen dan adapun Faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam pengelolaan lubuk larangan sebagai sumberdaya 

perikanan Desa sekamis Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten 

Sarolangun adalah : 1. Memelihara Ekosistem Sungai Desa Sekamis, 2. 

Menjaga Kearifan Lokal, 3. Mengembangkan Ekonomi Desa. Berdasarkan 

telaah pustaka tersebut, penulis belum menemukan penelitian yang persis dan 

sama, karena belum ada yang membahas Implementasi Peraturan Desa 

Sibiruang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rantau Larangan di Desa Sibiruang 

Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqih 

Siyasah. Maka penulis akan membahas mengenai penelitian ini.
37
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan 

tetentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata Logos yang berarti 

ilmu/pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah di 

tentukan.
38

 

A. Jenis penelitian 

 Istilah penelitian kualitatif menurut kirk dan miller, pada mulanya 

bersumber pada pengamatan kualitatif yang di pertentangkan dengan pengamatan 

kuantitatif.
39

 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Riesearch) yaitu 

penulis mencari data lansung pada tempat kejadian yaitu di Desa Sibiruang Kec. 

Koto Kampar Hulu Kab. Kampar, kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan 

sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah 

deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan 

data yang diperoleh kemudian dianalisa. 

 

B. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. 

Kampar Provinsi Riau. 

                                                 

 
38

 Jani Arni, Metode Penelitian (Pekanbaru: Pustaka Riau , 2013), cet. ke-1, hlm.1 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah penggiat Rantau Larangan dan pemerintahan  

Desa Sibiruang Sibiruang Kec. Koto Kampar Hulu. Sedangkan objek 

penelitiannya adalah pelaksanaan Rantau Larangan.  

 

D. Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

yang dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian 

ini adalah pemerintahan Desa Sibiruang berjumlah 34 orang. Penggiat Rantau 

Larangan berjumlah 4 orang, ketua pemuda 1 orang, tokoh agama serta tokoh adat 

berjumlah 2 orang, berjumlah keseluruhanya sebanyak 41 orang. 

 Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang 

sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.
40

 Dari jumlah 

populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Teknik penarikan sampel purposive dilakukan dengan cara 

menentukan kriteria khusus atau pertimbagan karakteristik tertentu terhadap 

sampel atau subjek penelitian  yang akan di teliti.
41

 Alasan menggunakan teknik 

Purposive Sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang 

sesuai dengan fenomena yang di teliti. Oleh karena itu, penulis memilih Purposive 

                                                 

40
 Edy Purnwanto,  Metodologi Penelitian Kuantitatif  (Yogyakarta : celeban timur) hlm. 

104 

 
41

 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011) hlm 
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Sampling yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria 

tertentu yang dipenuhi oleh sampel-sampel dalam penelitian ini. Kriteria yang 

penulis ambil yaitu dari pemerintahan desa Sibiruang Dari tahun 2019 sampai 

tahun 2022. Dan juga karena Rantau Larangan terletak di sepanjang dusun 1 dan 

dusun 2 desa Sibiruang. Dan karena tokoh adat dan tokoh agama tersebut yang 

memipin pembacaan yasin di balai adat desa Sibiruang. Sampel yang penulis 

ambil sebanyak 10 orang dari pemerintahan desa, pemuda, penggiat Rantau 

Larangan, tokoh adat serta tokoh agama yang dijadikan sebagai sampel agar lebih 

akurat dan relavan dengan rancangan penelitian. 

 

E. Sumber Data 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh lansung dari sumbernya, baik melalui 

observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang 

kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti. 
42

 Sumber data primer 

adalah Pemerintahan Desa Sibiruang. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku 

yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam 

bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.
43

 

Dalam hal ini yang dipergunakan penulis adalah buku-buku Fiqih dan buku 

pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mengumpulkan data yang akurat guna mengungkapkan 

permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut. 

1. Observasi 

 Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang 

ditemukan di lapangan. 
44

 Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal 

ini adalah terjun langsung kelapangan untuk melihat peristiwa dan ikut 

serta dalam acara pembukaan rantau larangan, panjang rantau larangan 

tersebut adalah 2 KM dari Botiong Tulangan sampai ke tepian Mesjid 

Jami‟ Desa Sibiruang. 

2. Wawancara  

 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data 

maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.
45

  Wawancara 

yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh 

penulis tokoh adat, tokoh agama dan pemerintahan desa mengenai masalah 

yang akan diteliti. 

3. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 
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peraturan-peraturan, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang deskripsi responden terhadap permasalahan 

dalam penelitian. Dokumen yang penulis terliti berupa peraturan Desa 

Sibiruang No 1 tahun 2022 tentang Rantau Larangan. 

 

G. Teknik Analis Data 

 Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan 

metode analisa data secara deskriptif, yaitu setelah semua data berhasil penulis 

kumpulkan dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat 

dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Penggambaran ini menggunakan 

metode kualitatif.  

 

H. Metode Penelitian 

 Setelah data terkumpul dan falid, maka penulis akan mengelolah data 

dengan menggunakan metode sebagai berikut: 

a) Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang 

bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil  

atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab. 

b) Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. 

Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya 

yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian. 

c) Deskriftif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa 

hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan 

dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Implementasi peraturan Desa Sibiruang Tentang Rantau Larangan yaitu 

dengan tiga aspek, pertama pelaksanaannya berupa pemerintahan desa 

mengundang tim Rantau Larangan ketua pemuda, tokoh adat, tokoh 

agama dan seluruh perangkat Desa Sibiruang, untuk mengadakan rapat 

dalam hal membahas pelaksanaan Rantau Larangan, tiga  hari sebelum 

pembukaan Rantau Larangan seluruh masyarakat Desa Sibiruang 

mengadakan gotong royong. Satu jam sebelum Rantau Larangan dibuka 

masyarakaat membacakan surah yasin di balai Desa Sibiruang dengan 

tujuan memperbolehkan ikan Rantau Larangan diambil/dipanen, alat 

yang diperkenankan untuk dipakai menggunakan jaring (Pukat), Jala, 

bubu (lukah), menembak dan tangguk. Masa ini dilakukan selama 2 

tahun sekali. Fktor pendorongnya berupa timbul solidaritas, kekompakan 

dan rasa kebersamaan antar masyarakat, sedangkan penghambat berupa 

cuaca dan juga oknum masyarakat yang jahil. Untuk legalitas hukum 

yaitu dengan diadakannya Perdes Nomor 1 tahun 2022. 
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2. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peraturan Desa Tentang Rantau 

Larangan di Desa Sibiruang adalah peran pemerintah dalam pelaksanaan 

dan pembukaan Rantau Larangan di Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar 

Hulu Kab. Kampar sesuai dengan siyasah maliyah yang mana 

dilaksankan dalam bentuk kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan 

pengelolaan sumber daya alam. Pengeluaran dan belanja dapat digunakan 

untuk pembangunan infrastruktur. Kebijakan pemerintahan Desa 

Sibiruang kec. Koto Kampar Hulu kab. Kampar berupa pembangunan 

mesjid dan pembuatan salu (pembatas) sudah terlaksana dengan baik, 

infrastruktur yang ada dapat membantu pengunjung mau pun masyarakat 

setempat untuk bisa beribadah dan sekaligus beristirahat.  

 

B. Saran 

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Perkembangan dan tuntunan zaman yang terus mengalami kemajuan 

dapat menggeser nilai-nilai budaya masyarakat yang telah ada, untuk itu 

pelaksanaan pembukaan Rantau Larangan bentuknya tetap menjadi 

tradisi adat yang dapat di pertahankan dan dapat di wariskan kesetiap 

generasi. Karena budaya ini khususnya tradisi pembukaan Rantau 

Larangan merupakan salah satu identitas atas ciri khas dari Desa 

Sibiruang. 

2. Pelaksanaan pembukaan Rantau Larangan hendaknya di laksanakan 

dengan mengikuti norma-norma atau aturan-aturan yang telah di sepakati 
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bersama anatara golongan-golongan  masyarakat yang ada seperti 

kesepakatan yang telah dibuat  secara bersama anatara kepala adat,tokoh 

masyarakat dan juga masyarakat iti sendiri. Setia peraturan yang di buat 

hendaknya dapat disesuikan dengan yang telah di sepakati.   

3. Bagi pemuka adat atau tokoh-tokoh adat sebaiknya memberikan 

sosialitas kepada masyarakat mengenai pembukaan Rantau Larangan 

terutama generasi muda tertarik dan berminat untuk berpartisipasi 

terhadap kebudayaan yang telah menjadi tradisi tersebu, sosialisasi ini 

berupa ceritas, sejarah serta norma-norma. 

4. Bagi pihak pemerintah hendaknya memberikan perhatian terhadap 

pelaksanaan pembukaan Rantau Larangan, tidak hanya dalam bentuk 

material saja namum juga dalam bentuk moril dalam mendukung 

pelaksanaan Rantau Larangan tersebut. Seperti memberikan masukan-

masukan  yang positif bagi perkembangan nilai-nilai Rantau Larangan 

yang di tanamkan kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih 

berkembang dan maju dalam memandang tradisi, membantu masyarakat 

terutama pemuka adat untuk dapat menyusun suatu bentuk sistematika 

pelaksanaan Rantau Larangan agar lebih terorganisir dengan baik.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

IMPLEMENTASI PERATURAN DESA SIBIRUANG N0 1 TAHUN 2022 

TENTANG RANTAU LARANGAN DI DESA SIBIRUANG KECAMATAN 

KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH 

SIYASAH 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

 Nama: 

 Alamat: 

 Jabatan: 

B. DAFTAR PERTANYAAN 

1. Apa jabatan bapak/ibu di pemerintahan Desa Sibiruang Kec. Koto Kampar 

Hulu Kab. Kampar? 

Jawab : ……………………………………………………………. 

2. Bagaiamana pelaksanaan Rantau Larangan di Desa Sibiruang? 

Jawab : …………………………………………………………… 

3. Untuk apa penghasilan yang didapatkan dari pembukaan Rantau 

Larangan? 

Jawab : …………………………………………………………….. 

4. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan Rantau 

Larangan di Desa Sibiruang? 

Jawab : ……………………………………………………………… 

5. Bagaimana legalitas hukum terhadap pelaksanaan Rantau Larangan di 

Desa Sibiruang? 

Jawab : ……………………………………………………………… 



 

 

 

6. Apa sanksi yang di berikan jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan 

Desa Sibiruang? 

Jawab : ……………………………………………………………….. 

7. Apa saja nilai-nilai agama yang terkandung dalam pelaksanaan Rantau 

Larangan? 

Jawab : ………………………………………………………………. 

8. Siapa saja yang di libatkan dalam pelaksanaan Rantau Larangan? 

Jawab : ……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

LAMPIRAN 
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